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PRINSIP NEGARA III'KUM DAI\[ HAK ASASI MANUSIA

OIeh: Flora Pricilla Kelaio'

A. PEIYDAIITILUAN.
cleh iruena hak asasi manusia itu adalah pernberian Tuhan kepada

manusia, maka hak-hak asasi manusia itu harus dihargai, dihormati dan
l0-rry*_g tinggi baik oleh sesrna manusia maupun obhffierintah negara-
Sebab dengan tidak rnenghonnati ha.k asasi manusia" -"to it berarti tidak
mengla4gai, rnenghormati dan menjunjung tinggi p.ob".r* Tuhan. Nanirrn
dernftian. dalam ktyttaan sejarah tita menlrarcikan acianya p.elangggaran
terhadap hak+ak asasj pangsia diberhagai ueia,han bumi, te;tama dinegara_
negara totaiiter dan dalam janra, pemerintahan raja-r{a yang memerintah
secara abso!,t- Perjuangan untuk menjunjung tinggi r,uiiar. asasi manusia
merupakan suat, perjuar_-rgan panjatrg "..t .-*iu yang mengarami pasang
suruL Nqgararrcgara 9il-*1" yang tergabung daram pirserikatan B;g;
Bangsa (PBB) menyadari atcan trat ini, aan l"au t t un tg,q ulidah tneaiiversal Declqatiott o! Ifu_n@, Rishts (pernyaaan se;agat rrat-rrat asasi
Manusia), yang merupargn sr-kap humanii org*i.r"r n"iril-o"guo di dunia
untuk rnenjunjung tinggi hak-hak asasi nranusia-

- -- Nega"a Rcpublik Indonesia, sebagai anggota masyarakat Internasional
lkahg5 s"basni anggota perserikatan nanlLnang." v*g rahir seusaiPerang Dunia Kedua menyadari akan pentingiya ;amlnarrdan penghargaan
atas hak{ak asasi manusia itu.Mem*g ditit "i dari segi rumusann),a,
undang-undang Dasar 1945 tidak memuat rumusan yang terperinci
mengenai hak-hak asasi manusia bilamana dibandingkan a"ng- dua
lndang-undang Dasar yang pernah berlaku y.it unai"!-u"dang Dasar
sernentara 1950 dan Konstimsi sementara Republik Indonelia serikat tahun
1949- Namun demikian itu tidak berarti bahwa negara n"prurit Indonesia
rynyryt undang-undang Dasar 1945 tidak menjamii atau menjunjung tirgei
hak-hak asasi manusia

B. METODE DAht SISTEMATIKA PEIYT'LISAN
Tulisan ini menggunakan metode ilmialr, baik untuk mendapatkan data

ruaupun ,otuk mengolah datayang sudah diperoleh. untuk mendapatkan data
te.rsebut menggunakan-mgtode penelitian kepustakaan- Selanjutnya, datayatq
sudah terkumpul diorah dengan menggunakan metode ;";;l.h- aatu yni
terdiri dari:
l. Metode Induksi
2. MetodeDeduksi; dan
3. Metode Perbandingan-

'Dosen padaFakultas Hukum universiras Sam Raturangi Manado
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Metode-metode tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan

penggunaannya untuk mendapatkan hasil yang dapat

dipertanggungjawabkan, baik dari segi ilmiah maupun ilmu pengetahuan.

C. PEMBAIIASAIY
l. Sejarah UUD 1945

Keberhasitan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal

l7 ng rakYat Indomesia

sel gan rakyat Sebelurn

kedahngan bangsa-bangsa

mempunyai k-ebudayaan Yang
di Nusantara ini pernah ada

diantaranya merupakan dan merupakan Negara

Nasional yang pertama d itu Kerajaan Sriwijaya dan

Majapahit. Namun demikian , oleh berbagai fallor baik faktor munduran, dan

ulf,imya runtrh dengan meninggalkan berbagai bukti sejarah"

Berdatanganlah bangsa-bangsa Barat (Portugis, Spanyol, Belanda, Ingglis)
dan sebagainya yang mula-mula datang sebagai kaum pedagang dan

kemudian beralih menjadi kaum penjajah.
Bilamana dihitrng dari kedatangan bangsa Belanda di Indonesia pada

tahun 1596 (dibawah pimpinan Cornelis de Houtman dan De Keyzer) dan

berdirinya YOC (Yerenigde Oost- Indie Compagnie) pada tahun 1602

sebagai Kongsi Dagang Hindia Belandq maka penjajahan di Nusantara

berlangsung kurang lebih 350 tahurU suatu masa panjang yang penuh dengan

penderitaan.
Dilihat dari segi historiq kemerdekaaan bangsa Indcnesia yang

Desember 1941. Dengan memaklumkan perang kepada sekuttr, tentara-

tefltef,a Jcpang meiakukan perang kilat menduduki jazirah Asia Tengga.ra"

bahkan sampai ke benua Australia- Hindia Belanda menyerah pada tentara

Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, dansejak itu mulailah pendrrdukan terrtara

Jepang di Hindia Betrndalangberlangsung sokitar 3 tahun lauranya. Sernuta,

tentara Jepang mengalaini'kemajuan di medan pertempurarL namun pada

e-i.S!r'ariun i944 Jepang mulai mengalami kekalahan, dan menyadari hal ini,
mereka mutai membujuk rakyat Indonesia untuk membantu Jepang

memenangkan perang dengan janji akan diberikan kemerdekaan kelak di
kemudian hari. Janji itu diwujudkan dengan pembenhrkan Dohuritztt Zyubi
Ijoosakai @adan Perryelidik Usaha-Usaha Pe.rsiapan Kernerdekaan) yang
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dilantik tanggal 29 Apni 1945, dikehiai Dr. Radiman Wedyodiningrat
dengan Ketua lvfuda lchibangse (seorang Jepmg) dar, R.P. Sc.ercso, dengan
an3gota 60 orang- Sesuai ftrmanya Badan ini bertugas rnenyelediki persiapan
kemerdekaan yang akan diberikan Jepang- Untuk itu rnaka diadakan Sidang-
sidang pertama antara 29 Mei 1945 samapi I Juni 1945 membicarakan dua
negar4 kedua antara l0 samapai 17 Juli 1945.

k l...o.c Enm'fu.an fralr-hql. acaci mmrraia ,16t6-rr^v.^<vrre^ q.J..Jr r^rar$ts, qqu

Sidang kedua BPUPKI, dalam riwayat pen)rusunan Undang-Undang
Dasar 1945, tampak adan5ra prasar.gka bahwa gagasan hak-hak asasi
manusia bersumtrer atas alam pikiran liberalisme. Demikianlah maka
menurxt Prof- Soepomo, mode! yang dianggap paling cocok adalah model
negara integralistik yaiiu *Sistem pemerintahan yarg terdapat di desadesa
yang <iicirlt.an dengan kesatuan hiduo dan kesatua kawula gusti-.r Dabm
model ini, kehidupan manusia dan individu tidak terpisahkan dengan dunia
luar rnaupun dengnn individu lainnla, sehingga manusia maupun kelompok
manusia dipandang sebagai satrr kesatuan yang saling berkaitan. Dengan
dipandangnya itu, menurut Prof- Soepomo ttdak Cibutuhkan adanyajaminan
hak+ak asasi manusia maupun kemcrdekaan individu terhadap negam- Sebab
pada dasarnya ddam model intergralistinya, tiodak pernah ada pertentangur
antara negara den individu Jadi penCapataendapat para tokoh-tokoh ini
terutama yang duduk dalam Panitia Perancang Undang-Undahg Dasar dan
khususnya mereka yang duduli dalam Panitia Kecil, ban>rak mewarnai
terwuju<inya Undang-Undang Dasar 1945, istimewa yang menyangkut
pengatura$ hak-hak asasi manusia- Agaknya pernikiran-pemikiran inilatr yang
menyebabkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberi tempat yang cukup
bagi penrmusan hak-hak asasi manusia-

Menurut hemat penulis, walaupun mmusan hak asasi manusia dalam
Undang-Undang Dasar tidak lengkap dibangdingko dengan dinegara lain
atau dengan rumusan yang ada dalam Undang-flndang Dasar Sementara dan
Konstitusi RIS, namun Undang-Undqng Dasar 1945 cukup menjamin hak-
hak asasi manusia ka.rena paham kekeluargaan dan gotong roycng Jrang
diterimq sehingga tidak perlu lagi memikirkan untuk menambah nrmusan
bam mengenai hak asasi manusiadalam Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah kekalahan Jepang bangsa Indonesia memproklamasikan
kemerdekaan melalui Soekarno llarta padi^ tanggal 17 Agustus 1945.
Proklamasi Kemerdekaan tanggal l7 Agusfirs 1945 itu adalah 'Penuhrp
tertib hukum zanran kolonial dan landasan sumber hukum bagi hukum
nasional *,2 setrta' . . . sumber daripada sumber hukum , ymg meqiadi dasar
ketertiban baru iti Indonesia'.3

'Pradloto, PT- Sinar Harapan, Jakarta,
1983, Halaman 30.

2 rbid.

'ruE
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Jadi, s€had setelah merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indcnesia bersidang dan menetapkan Undang-Undang Dasr yang sekarang

dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta memilih Presiden dan

wakil Presiden- Dengan dernikian , maka secara 5ruridis, undang-undang
Dasar 1945 ditetapkan tanggal l8 Agustus 1945. Namun demikian, walaupun

Undang-Undang Dasar 1945 baru ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945,

berdirinya negaf,a Republik lndonesia ialah tanggal 17 Agustus 1945,

sebagaimana dikatakan oleh Joeniarto, SH -, bdrwa mulai saat itu telah

berdiri suatu negara baru esia' dan bersamaan

dengan itu Hiri pula tata
Bilamana kita menyebut Undang-Undang Dasar 1945, maka yang

dimaksudkan addah keseluruhan naskah yang terdiri dari PembukaarU

Bafang Tubuh dan Penjelasannya Dilihat dari jumlah pasal maka Undang-

Undang Dasar 1945 termasuk Undmg-Undang Dasar yang singfta! nalnun

dengan singkatrya Undang-Undang Dasar i945 adalah supel mudah

menyesuaikan dengan perkernbangan dan tmErtan jaman-

2. Kajian Mengenai Jaminan Hrk-IlakAsasi Mgnusia Dalam TIIID 1945

Pada dasamya Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip negara

hukum (rechtsstut\ dan salah safir unsur daripada Negara Hukum adalah
jarninan hak-hak asasi manusia Dengan demikian secara apriori kita dapat

mengatakan batrwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak asasi

manusia Bahwa saiah sahr unsur daripada negara hukum adala-tl

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tidak hanya dftemukakan oleh
ahli hukum dari negara-negara Barat saja tetapijuga oleh para pakar hukum
dinegara kita- Misalnya, Prof, Padrno W'a\iono, Stl, mengalakan *bahwa

persyaratan teoritis yang lazimnya dikemukakan mergenai suatu negara )4ang
berdasar atas hukum adalah: 'Elahwa ada suatu pola untuk meaghorrrati dan

melindungi hak-hak kemanusiaan, bahwa ada suatu meka-risme kelembagaan
suafir siSem tertib hukum , dan bahwa ada

bas.d
Dengan demikiaru maka untuk meqiawab apakah negara Republik

In<ionesia melindungi dan menjamin hak+ak asasi manusia, makB jawabnya

adalah: Ya, dengm beberapa alasao, sebagai b€rikut:
l. Diterimanya prinsip negan htrkum (rechtsstaa$, salah saflr unzurnya

adala.\ adanya suatu pola untuk menghormati dan melindungi. hak-hak
asasi manusia

2. Ditetapkannya Pancasila sebagai fatsafah negara dan dasar negaftr

Republik lndonesi4 dimana kelin-ra sila -vung ada daiam Parrrzsiia

menjamin dan melindungi akan hak-hak asasi manusia

'&!4t Padrno lt'ahjono,
PT. Ghalia Indonesia, Jakart4 1979, I{alamn 9-lC
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3- Diterimanya prinsip 'hegara integralistik" dimana kehidupan manusia
sebagai masyarakat dengan individu tidak terpisahkan dengan dunia luar
maupun dengan individu-inCividu tainnya-

Berikut ini akan diuraikan alasan-alasan pokok yang membuktikan
bahwa dengan negara Republik Indonesia menjamin akan hak-hak asasi

manusia" sebagai berikut:
Ad. l.

Negara hukum yang dianut oleh [Indang-Undang Dasar adalah
Negara Hukum dalam arti luas atau rnateril ,vang lazim dise.but Negara
Kesejahteraan (Welfue Stdte). Baik dalam Pembrikaao, Batang 'fubuh

rnauprin dalam Perrjelasan LlnCang-Un<iang Dasar 1945 tersrrai dan tersirat
prinsip negara hukrim-

Dari pembuktian bahwa baik dalam PembukaarU Batang Tubuh
maupun Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menganut prisrp negara

hukunr, maka dengan dernikian otomatis aa jaminan atas hak*rak asasi

manusia.
Ad.2.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemukan istilair
Pancasila- Namun demikiarL dilihat dari segi materil maka yang dimaksud
dengan Pancasila adalah kesatuan dai lima sila yang ada dalam alinea
keempat Pembukaan LJUD 1945, yang dengan Instruksi Presiden No. 12

tahun 1968 tanggal 13 April 1968 susunan resminya sebagai berikut :

l- Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persafuan Indonesia
4- Keralcyatan )rang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/ perwaki lan-

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ternyata bahwa Pancasila s@ara keseluruhan me.ngandung dan

menjamin hak-hak asasi manusia Disini Pancasila harus dilihat sebagai suatu
totalitas. Dengan demikiarL malca setiap sila yang ada dalam Pancasila hanrs
diintegrasikan dan dijiwai oleh sial-sila lainnya dalam satu kesatuan yang
utuh-
Ad-3 '. .

Para perancang Undang-Undang Dasar 1945 menerima paham

negaa iniegralistik sebagai modal yang dianggap paling cocok untuk
lndonesia- Dalam konsep negara integralistilq kehidupan manusia dan

individu tidak terpisahkan dengan dunia luar maupun dengan individu-
individu lainnya- Manusia dan kelompok dipandang sebagi satu kesatuan

yarg berkaitan. Dengan demikian, maka negara integralistik harus

diwujudkan dalam semangat kekeluargaan, pers:ura.raan dan gotong royong.
Demikianlah tiga atasan pokok yang membuktikan bahwa negara

Republik Indonesia yang berdamrkan Pancasila merrjamin dan melindungi
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akan -hak-hak asasi marusia, baik s€cafa tersurat mauptm tersirat, baik yang
ada dalam Pembuka^m; Batang Tubuh maupun dalam Penjelasannya- Ketiga
bulci itu addah diterimanyaprinsip negara hukum Qechtsstaat) dimana salah
satu unsurnya adalah jaminan akan hak-hak asasi manusia, diterimanya
Pancasila sebagar dasar falsafah negara dan diterimanya paham Negara
Integralistik-

Sesudah menguraikan tentang hak-hak asasi manusia dan pembuktian
bahwa negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945

menjamin dan melindungi akan ha.k-hak asasi man'.rsiq maka s*arang a?<an

disinggung sedikit tentang kewajiban-kewajibarr asasi manusia, maka
seka.rang akan disinggung s€dikit tentang kewajiban-kewajiban asasi

manusia, bilamana manusia diperhadapkan dengan manusia yang lain dan
diperhadapkan dengan pemerintah (negara). Jadi secara argumenturn fl
contrario, maka kalau kita mengatakan ada hak-hak asasi manusi4 sudah
tentu dibalik itu ada kewajiban-kewajiban asasi manusia

Dalam hubrmgan ini, Prof Kundoro Poerbopranoto, SH-, menulis
sebagai berikut:

"Pada prinsipnya tiap hak yang dimiliki oleh orang seorang sebagai
subyek hukum di dalam suatu masyarakat itu, membawa kewajiban-
kewajiban tertentq baik tertadap seluruh (atau negara ),
maupun terhadap sesama hidup dalam suatu pergaulan hidup
bersama.'6

Dengan demikiaru maka pernyataan Profl Kuntjoro Poerbopranoto
ini, berlaku juga terhadap hak-hak assi manusia. Hak asasi manusia yang
dimiliki oleh seseorang membawa kewajiban baik bagi orang lain maupun
bagi kesatuan politik yang kita sebut negara untuk menghormati dan
melindunginya Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal tentang hak
asasi manusia yaug hanya mencanf.rmkan halq tetapi ada juga yang yang
menqantumkar! hak sekatigus kewajiban. Misalnya pasal 30 Undang-Undang
Dasar 1915 aytt (l) mengatakan: Tiaptiap warga negara beitak dan wajib
ikut serta dalam usaha pembelaan negara (sebeh:m diamandemen)- Setelah
diamandemen, berbunyi: 'Tiaptiap warga neganr berlrak dan wajib ikut serta
dalam usahapertahanan dan keamanan negara-"

Jadi" walaupun hak-hak asa-si nranusia har.rs diimbangi dengan
kewajiban-kewajiban asasi ini dalam hal-hal tertentu ti,Jak dapat dituntut
pelaksanaannya oleh karena berbagai faktor atau karena kepentingan yang
lebih besar. Walaupun hak untrk hidup merupaiian hak asasi manusia yang
ter-oentingL dan sesuai dengan sifatnya tidak dapat dicabug serta mewajibkan
Pennslnreh qya, namun daiam k-e-adaan-keaan tert€ntu (misalnya
dalam kejahatan bera! sesuai pasal l0 KUI{P} kewajiban Pemerintatr untuk
melindungi hi<iup seseonmg tidak berlaku. Demikian juga halnya dengan hak
kemerdekaan (liberty) dan ha"k rfi,lik Qropertiy).

6 Poerbopranoto. Op{it . Ilataurarr 26-
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Pandangan tentang hak-hak asasi manusia didalam .Undang-Undang

Dasar 1945 hanrs dilihat dalam konsep Nega.ra Hukum , dasar negara yaitu
Pancasila dan konsep l'Jegara Integratistik. oleh sebab itu tidak usah heran
bilamana terdapat perbedaan jfta dilakukan perbandingan dengan konstitusi
di negara lain, atau Undang-undang Dasar yang pernah berlaku di Lndonesia

D. Pf,IYUTUP
l. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada Bab I sampai dengan Bab trI, maka
dapatlah ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:
a- Masalah hak+ak asasi manusia (human .ighs) merupakan salah satu

masalah umat manusia karena menyangkut hartat dan martabat manusia
sebagai makhluk ciptaan Tuhan- sebagai masalah manuisia selatu urgen
dan menarik untuk dibicarakan-

b. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan salah satu
unsur penting dalam setiap Negara Hukum (rechtsstcat), dengan
demikian terdapat hubungan erat antara prinsip neg:ua hukum dengan
hak-hak asasi manusia

c. Penerimaan prinsip Negar Hukum
Pancasila sebagai dasar falsafah negara
Integralistik menunjukkan dan mem
melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia rtalam segala bidang
baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh rnaupun penjelasan.

d. Dibandingkan dengan LruD di nqlara lain dan UUD yang pernah berlaku
di Indonesia (uuD 1950 dan Konstitusi RIS) serta rhe (Jnivqsal

negara integralistik, sehingga yang lebih peating adalah pengakuan serta
jaminan hak-hak asasi manusia itr dalam praktek kenegaraan.

e. Di balik hak-hak asasi manusiq terdapatjuga kewajiban-kewajiban asasi
manusia dari negara dan dari antara manusia sesamanya.

2- Saran
walaupun jaminan akan hak-hak asasi manusia sudah ada didaram

undang{Jnda-ng Dasar 1945, tetapi hendaknya setiap negara begitu juga
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pemerintah harus memaharni hak-hak asasi manusis dan kewajiban-

fewajiban asasi rvmusia serta melalcsanakannya dalam kehidupan sehari-

hari.
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